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WALTROTA PONTTANAK
PROVINSD KALUMANCAN BARAT

PERATURAN WALKOTA PONTTANARK
NOMOR UAHUN 204

THNVANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYEHENGUARAAN NECGIARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPHL NISGARA DE LINGRUNGAN
PEMERINTAH KOUA PONUTANAK

DICNGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA [KSA
WALLRKOTA PONTIANAK,

Menimbang - a. babwa dalam rangka mewupidkan  Penvelenggaraan
Negara yang bersihdan bebas dan korupsi, Kolus,
Nepotisme  dan  penvalahgunaan  kekuasaan  da
wewenang sorta pembangunan integntas Aparatut
Sipil Negara, maka berdasarkan ketentuan peraturan
perund.ang-undangan kepada para pejirhit
penvvelenggara negara dan Aparatur Sipil Negara o
Lingkung:an Pemermitah Kota Pontanak diwapbkan
untuk melaporkan harta kckayaan vang dimalikinya
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b. bahwa berdasarkan petimbangan  sebagannana
dimaksud dalam huruf a, perlt menetapkan
Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaraan Negara dan Laporan  Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di  Lingkungon
Pemerintah Kota Pontianak:

Mengingat : 1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat il d
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1905
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut,
Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat 1l
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penctapan Undang Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Hl di Kalimantan (Lenbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756),

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (entang
Penyelenggaraan Negara yvang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851}; 3 /
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10.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199%  renran
Pemberantasan Tindak Piwdana Korupst (Lanbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140
liambahan Lembaran Negara Repubbk indonesias
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pideana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Men jadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor S698);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t(entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 (entang

Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara
Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3836);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:ia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara REpLPi_k Indonesia
Nomor 5135); '
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran  Negara  Republik
indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

: Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887);
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12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

13. Peraturan Komisi Pemberiantasan Korupsi Nomor 07
Towun 2016 tentang Tata Cara  Pendaftaran,
Pengumuman  dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara  Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Taahun 2016 Nomor 985),

14, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKA N:

RATURAN WALIKOTA TENTANG IAPORAN HARTA
AYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN
. KEKAYAAN APARATUR SIPIl. NEGARA DI
UNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

" '_ﬂ,__ﬁ)‘!eg;ah sebagai unsur penyelenggara
memimpin pelaksanaan urusan
- _

Kota Pontianak.

ra di lingkungan Pemerintah
_]ksekutif dan tugas pokoknya
sesual dengan ketentuan

singkat ASN adalah profesi
dengan perjanijian

njutnya disebut KPK Lembaga
._7.-3:' bersifat
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7  Harta hckavaan adalah harta benda berupa benda bergerak atan tdak

bergerak, benvujud atau tidak berwujud, tennasuk hak dan kewaphan
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang, dimiliki oleh Penyelenpy ara
Negara, batk atas nama Penyclenggara Negara atau orang lain, yang
diperoleh  sebelum  dan selama Penyelenggam  Negara  meoemangku

jabatannya.
| 8 Laporan Harta Kekayaan ASN vang sclanjutnya disingkat  LHKASN
! adalah daftar scluruh harta kekayaan ASN  yang dituangkan dalam

formulir LHKASN yang ditetapkan olch Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

9 Laporan Harta Kekayvaan Negara secara clektronik yang sclanjutnya
disebut e-LHKPN adalah penvampaian - -LEK PN yvang dilakukan olch
Penyclenggara Negara kepada KPK.

10. Laporan Harta KeKayaan Penyelenggara  Negara  yang  selanjulnya
disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau
bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta
Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data
lainnya atau Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

11. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk
menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.

12 m““ Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pontianak

Mgclola LHKASN adalah tim yang mengelola dan

h dan LHKASN.

pegawai yang dltunjuk olch Wal:kota untuk

! m pegawai yang ditunjuk oleh Walikota untuk
: _N dan aplikasi LHKASN di lingkungan unit

«!.‘\N RUANG LINGKUP
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ota ini adalah sebagai pedoman dalam
| Lingkungan Pemerintah Kota

adalah untuk mewujudkan,
_bersih dan bebas dani
tercela lainnya.
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BAB IH
LHKPN
Pasal S

Penyelenggara Negara diLingkungan Pemerintah Kota Pontianak wa jib
menyampaikan LHKPN.

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

Walikota Pontianak;

Wakil Walikota Pontianak:

Pejabat Struktural Eselon 1, Pejabat Struktural Eselon Il dan Pejabat
Struktural Eselon 1V;

Pcjabat Pembuat Komitmnen {(PPKom);

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPB.J);

Pejabat Pemeriksa Hasil Peker jaan (PJPHP);

Pejabat Fungsional Auditor;

Pejubat Fungsional Auditor Kepegawaian;

Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah;

Pengelola Unit Layanan Penhgadaan;

Kepala Sckolah;
Bendahara Un

Jmum Dacrah, Bendahara Pencrimaan dan Pengeluaran
sana Teknis Daerah dan Kepala Unit Pengelola
gkat Daerah;

s Barang dan;

gelua -an dan Penerimaan.

Pasal6

L waj __s}a;meq:y;ar_npaikan LHKPN sebagaimana
5 kepada KPK yaitu pada saat:
-5

P lenggara Negara pada saat pertama kali

o L et
- ;.:-J____ “_" ek

‘sebe '_ Penyelenggara Negara setelah akhirnya

£ _b.ggi Penyclenggara Negara.

aksud pada ayat (1) disampaikan
) bulan terhitung sejak saat

- kembali/ berakhirnya jabatan

Negara menjabat dilakukan

atas Harta Kekayaan yang
n 3 Desember.

% (1) disampaikan

ikutnya.
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Pasal 8

(1) Penyampaian LHKPN scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1]
dilaksanakan dengan cara schagai berikut:

melalu aphkasi eLHKPN pada alamat www.clhkpn kpkgo.id; atau

.

mengist formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimikan
melalui email : elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LEKIP'N (baik sccara langsung dikantor
KPK atau Pos) daliim bentuk file excel yang tetah disimpan dalam
media penyimpanan data; dan

¢. Formulir excel tersebut dapat diunduh melatui
wywvw. kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
{2) Petunjuk teknis penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilihat dan diunduh pada wvww.elhkpn.kpk.go.id;
(3) Format LHKPN scbagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan oleh KPK
yang sekurang-kurangnya memuat:

Al .lahir;

- r"..‘ L i
s istri atau suami;

| dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
enghasilan dan pengeluaran;

endapatkan data kcuangan;
ngumumkan harta kekayaan; dan

Pemerintah  Kota Pontianak selain
ajib menyampaikan LHKASN.
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a dimaksud pada ayat (1)
iling lambat 31 (tiga puluh satu)

..,. 2 Pegawai Negeri Sipil paling

1..., 1 paling lambat 3 (tiga) bulan

atan atau pensiun.
T PAE -




BAB V
PENGELOLA LHKPN DAN PENGELOLA LHKASN

Pasal 11
(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Tim
Pengelola LHKPN dan Pengelola LHKASN.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan dengan Keputusan
] Walikota.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

(1) Penyelengara Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang terlambat dan/atau
' mduwlnm LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam
, Pasal mﬂMkd Administratif sesuai dengan peraturan

\gail . dimaksud pada ayat (1) diberikan
m sesuai dengan ketentuan Peraturan

m sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

‘ t selama 1 (satu) tahun.
SN mm:mbcnkan keterangan tidak benar
n dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

D _r--i'n"'-t: dimakuud dalam
es pemberitahuan tertulis,
n Wajib LHKASN yang tidak
sskan dalam rapat tim
an  Pertimbangan Disiplin




BAB VI
} KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

} Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraluran Walikota

Pontianak Nomor 63 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah
Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

m setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
~ Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal. Januari 2019

/,/W ALIKOTA PONTIANAK, !
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